PEMDA BELU TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2024 CAPAI 120 MILIAR

Pendapatan Asli Daerah

https://www.dictio.id

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan
target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp120 miliar untuk tahun 2024.
Target ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 4,6% dibandingkan target tahun
sebelumnya yang sebesar Rp115 miliar, dengan realisasi mencapai 90,33% atau setara
dengan Rp104 miliar lebih. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu, Jules Constantyn C. M. A. Ando.
Peningkatan yang signifikan ini merupakan hasil dari penerapan proses digitalisasi di
Kabupaten Belu. "Dalam pencapaian PAD tahun 2023, kita tidak bisa mengesampingkan
kontribusi dari proses digitalisasi yang telah diterapkan di Kabupaten Belu," ujar Cons
Ando. Selain itu, Peningkatan PAD tersebut dipengaruhi oleh sejumlah sektor, termasuk
retribusi daerah, hasil pengelolaan pajak daerah yang dipisahkan. Serta pajak daerah yang
meliputi pajak hotel, penginapan, restoran, hiburan, reklame, parkir dan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2), serta pelayanan di Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Atambua. "Saat ini untuk pajak
PBB-P2 sudah melakukan transaksi pembayaran nontunai melalui QRIS Bank NTT dan
realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, mencapai 106%," tambahnya. Cons juga
memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank NTT yang sudah mengawal
digitalisasi di bidang keuangan melalui SP2D online, SPJ online, Siskeudes, baik di Desa
maupun untuk Pemda Belu karena dengan digitalisasi penerimaan semakin meningkat.
Untuk meningkatkan penerimaan PAD pada tahun 2024, Kabupaten Belu terus
berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem digitalisasi yang telah
ada, terutama pada sektor PBB P2 termasuk sektor lain. Dengan demikian, akan terus
dilakukan sosialisasi rutin, koordinasi dengan semua stakeholder secara intensif,
berjenjang penegasan dan pengawasan yang lebih ketat. "Dengan langkah-langkah ini,
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diharapkan hasil pada tahun 2024 akan lebih baik lagi, termasuk melalui pendataan objek
pajak yang lebih terukur, reklasifikasi objek pajak dan peningkatan keterukuran dalam
penagihan,” pungkas Cons Ando.

Sumber Berita:

1. https://kupang.tribunnews.com/2024/01/06/pemda-belu-target-pendapatan-asli-
daerah-tahun-2024-capai-120-miliar, 06 Januari 2024;

2. https://lwww.batastimor.com/lintas-daerah/80511488760/target-pad-2024-pemda-
belu-ntt-rp120-m-ini-target-dan-capaian-tahun-sebelumnya, 12 Januari 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan
Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.?

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.? Pajak yang dipungut
oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok;
dan Opsen Pajak MBLB.? Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri
atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung
Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.* Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-
P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok;
Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet
merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB,;
PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah
surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang
digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

2 |bid. Pasal 1, Ayat 21

% Ibid. Pasal 4, Ayat 1

4 Ibid. Pasal 4, Ayat 2

Subbagian Hukum — BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2


https://kupang.tribunnews.com/tag/cons-ando

MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah
surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib
diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.®
Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi
Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa
dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan
yang digunakan/dinikmati.” Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan
umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak
dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka
pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara
cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek
Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan
jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil
produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang
merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung;
penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi
persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan
gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga

5 Ibid. Pasal 5
® Ibid. Pasal 1, Ayat 22
7 Ibid. Pasal 87
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kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan
pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat
kepada pemegang izin pertambangan rakyat olenh Pemerintah Daerah dalam rangka
menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu
bara.®

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling
sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan
makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan
ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian
fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan
makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan
makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.°

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
alat berat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas
penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan
oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen
yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah
Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8 |bid. Pasal 88, Ayat 1 s/d 7
® lbid. Pasal 102
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